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ABSTRACT

This research aims to outline the concept of education financing policy and management. This
study uses qualitative research with a literature study research method. The data in this study come
from relevant literature, books and journals related to the subject of this article. This study
discusses several main problems, namely: 1) the concept of an effective and efficient financing
system in education; 2) education budget and financial management; 3) the management system of
financing for the implementation of education; 4) education financing models. After collecting data
from several relevant literature, the data is researched, reviewed, described, developed and
innovated from previous research. Education financing policy and management aims to create an
efficient and effective system, as well as ensure access to quality education for each individual
through optimal resource management. This aspect is very important because it has a direct effect
on the quality of education. With clear regulations and good management, it is hoped that
education financing can be managed in an effective way to improve the quality of education
services at all levels.
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PENDAHULUAN

Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara harus
memprioritaskan alokasi dana pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ketentuan ini juga
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
yang menyatakan bahwa dana pendidikan harus dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN
dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Santoso, 2021).

Alokasi anggaran sebesar 20% ini seharusnya digunakan secara efektif dan efisien untuk
memenuhi berbagai kebutuhan dalam bidang pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup
penyediaan fasilitas fisik seperti gedung sekolah, alat belajar, dan akses ke teknologi pendidikan.
Selain itu, anggaran ini juga dialokasikan untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui
pelatihan dan kesejahteraan guru, serta mendukung program-program pendidikan yang inovatif.
Pengelolaan anggaran yang baik akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan belajar yang
kondusif bagi siswa dan pendidik (Fitriani & Tohiri, 2024). Meskipun dana yang tersedia di
sekolah cukup besar, tanpa adanya tata kelola yang baik dan manajemen yang efektif, sekolah
tersebut dapat mengalami kemunduran dan penurunan kualitas. Manajemen finansial merupakan

aktivitas yang melibatkan pengadaan sumber dana, pemanfaatan dana, dan pengelolaan aset secara
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efisien, yang memerlukan penetapan tujuan dan target tertentu (Harjito dalam Mujahidin et al.,
2022).

Sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sistem keuangan sesuai dengan prinsip
tata kelola yang baik, sehingga dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini
ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Wilayah, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan mencakup
pengelolaan kas dan surat berharga, termasuk penanganan kekurangan dan pemanfaatan kelebihan
kas. Sebagai lembaga pemerintah, sekolah berada di bawah pengawasan kepala sekolah, dan
peraturan pemerintah juga menekankan pentingnya pengendalian internal serta pengawasan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan. Prinsip-prinsip tata kelola keuangan sekolah dirumuskan dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi (Mujahidin et al., 2022).

Untuk mengevaluasi apakah pengelolaan biaya pendidikan telah efektif, diperlukan
transparansi keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan dari orang tua, masyarakat,
dan pemerintah dalam pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Selain itu, transparansi juga
berfungsi untuk membangun kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua,
dan komunitas sekolah dengan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses. Informasi
keuangan, seperti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), perlu
dipublikasikan secara terbuka, contohnya dengan menampilkannya di papan pengumuman atau di
depan ruang tata usaha agar dapat diakses oleh seluruh warga sekolah dan orang tua siswa yang
memerlukannya (Jannah, 2024).

Adanya peraturan kebijakan dan manajemen pembiayaan yang efektif, diharapkan
penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat
akan pendidikan berkualitas. Oleh karena itu artikel ini akan membahas mengenai kebijakan dan
manajemen pembiayaan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan

melalui pengelolaan sumber daya yang efektif.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian
studi pustaka (library research). Studi pustaka yaitu metode yang melibatkan penelaahan referensi
dan evaluasi kembali literatur yang telah diterbitkan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan
dengan tema yang akan diteliti (Samsuri dalam Hadi & Afandi, 2021).

Dari sumber tersebut diteliti, ditelaah, dideskripsikan, dikembangkan, dan di inovasi dari
penelitian sebelumnya. Setelah membaca dan mencatat terkait temuan-temuan yang penting sesuai

fokus penelitian, langkah selanjutnya adalah menganalisis temuan penelitian secara deskriptif
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untuk memberikan makna secara mendalam sesuai fokus masalah, yaitu tentang kebijakan dan

manajemen pembiayaan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sistem Pembiayaan yang Efektif dan Efesien dalam Pendidikan

Pembiayaan pendidikan adalah salah satu bentuk sumber daya, baik berupa uang, tenaga,
maupun barang, yang secara langsung mendukung efektivitas dan implementasi pengelolaan
pendidikan (Sudarmono et al., 2021). Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan dan hasil yang sejalan dengan visi dan misi suatu lembaga. Manajemen keuangan
dianggap efektif jika sebuah lembaga dapat mengatur dan mengelola keuangannya untuk
memenuhi semua kebutuhan demi mencapai tujuan yang telah dirumuskan, serta memastikan
bahwa pengeluaran tidak menyimpang dari rencana awal. Sedangkan, efisiensi mencerminkan
keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam suatu lembaga. Efisiensi juga dapat
dipahami sebagai penggunaan sumber daya, seperti waktu, tenaga, dan biaya, serta hasil dari
kegiatan yang dilakukan. Dalam konteks penyelenggaraan program di lembaga pendidikan,
efisiensi tercapai ketika waktu, tenaga, dan biaya digunakan secara optimal untuk memenuhi semua
kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari segi hasil kegiatan,
manajemen pembiayaan dinilai efisien jika pemanfaatan waktu, tenaga, dan biaya dilakukan secara
maksimal, sehingga dapat menghasilkan output dengan kualitas dan kuantitas terbaik (Komariah
dalam Bashori & Putri, 2022).

Untuk mengetahui efisiensi dalam pembiayaan pendidikan, umumnya digunakan metode
analisis keefektifan biaya (cost effectiveness method) yang menghitung kontribusi setiap input
pendidikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Usaha untuk mencapai efisiensi dapat dibagi
menjadi dua Kkategori, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Sebuah sistem pendidikan
dianggap memiliki efisiensi internal jika mampu menghasilkan output yang diinginkan dengan
biaya yang paling rendah. Di sisi lain, efisiensi eksternal sering kali terkait dengan metode analisis
biaya-manfaat (cost benefit analysis), yang merupakan perbandingan antara keuntungan finansial
dari pendidikan (biasanya diukur melalui pendapatan) dan total biaya yang dikeluarkan untuk
pendidikan tersebut (Rahman, 2017).

Dalam mengatasi tantangan keterbatasan dana di sekolah/madrasah yang menghadapi
beragam kebutuhan, sekolah/madrasah perlu mengambil keputusan yang tetap berfokus pada
peningkatan kualitas. Ketika madrasah dihadapkan pada kebutuhan dengan anggaran yang terbatas,
penting untuk mempertimbangkan skala prioritas yang diyakini dapat memberikan dampak
signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dalam rangka mengelola dana pendidikan

secara efektif dan efisien serta memperhatikan prioritas dari ketersediaan dana, pimpinan lembaga
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harus menggunakan manajemen strategis untuk mengarahkan operasi internal organisasi, termasuk
alokasi sumber daya manusia, sarana fisik, dan keuangan. Sebagai langkah konkret dalam
menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kepala madrasah dapat melakukan beberapa
strategi berikut: 1) melakukan analisis terhadap potensi sumber dana baik dari internal maupun
eksternal; 2) mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memperkirakan sumber-sumber dana yang
dapat digali dan dikembangkan; 3) menetapkan sumber-sumber dana melalui musyawarah dengan
orang tua siswa baru di awal tahun ajaran, diskusi dengan para guru untuk mengembangkan
koperasi sekolah, serta menggali partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah (Mujayaroh &
Rohmat, 2020).

Agar mencapai pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien, Lembaga pendidikan
harus mampu mengelola sumber daya finansial dengan baik dan optimal agar dapat memberikan
pendidikan yang berkualitas.

Anggaran dan Manajemen Keuangan Pendidikan

Anggaran dapat dipahami sebagai rencana operasional untuk suatu kegiatan atau proyek
yang mengindikasikan jumlah pengeluaran yang direncanakan dalam periode tertentu (Milah et al.,
2024). Anggaran terdiri dari dua komponen utama, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan
mencakup dana yang diterima oleh lembaga dari berbagai sumber, yang biasanya dibedakan dalam
kategori seperti pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sumber lainnya dalam konteks pembiayaan
pendidikan. Sementara itu, pengeluaran mencakup semua penerimaan biaya yang digunakan untuk
mendanai kegiatan administrasi, ketatausahaan, serta sarana dan prasarana Pendidikan (Nanang
Fattah dalam Batubara, 2022). Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan dan
pengendalian, tetapi juga sebagai alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan organisasi dalam
menilai posisi kekuatan dan kelemahan. Dengan demikian, anggaran juga berperan sebagai
indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu,
anggaran dapat digunakan untuk memotivasi dan mempengaruhi manajer serta karyawan agar
bertindak secara efisien dalam mencapai sasaran Lembaga (Makmun dalam Batubara, 2022).

Dalam konteks pendidikan, manajemen keuangan merupakan elemen penting dalam
manajemen sekolah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan. Seperti halnya
dalam manajemen pendidikan secara umum, manajemen keuangan melibatkan penetapan dan
pengadaan sumber dana, penggunaan dana, pelaporan, audit, dan akuntabilitas. Manajemen
keuangan di sekolah adalah bagian dari pembiayaan pendidikan yang menuntut kemampuan
institusi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan
anggaran dengan cara yang efektif dan transparan (Iskandar dalam Widodo et al., 2023).

Manajemen keuangan pendidikan mencakup beberapa aspek penting yang dapat dibagi

menjadi tiga tahap utama:
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1. Perencanaan (Finansial)

Perencanaan dalam manajemen keuangan pendidikan sering Kkali disebut sebagai
penganggaran. Proses ini melibatkan kesepakatan antara pimpinan dan staf untuk menentukan
alokasi dana yang diperlukan. Fungsi utama dari penganggaran adalah sebagai alat perencanaan
dan pengendalian, serta membantu manajemen dalam mengarahkan lembaga pendidikan.
Penyusunan anggaran memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan biaya
yang diperlukan untuk setiap satuan kegiatan.

2. Pelaksanaan (Akunting)

Tahap pelaksanaan mencakup penerimaan dan penggunaan dana di sekolah. Semua
transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus dicatat dan dikelompokkan dengan sistem
akuntansi yang baik. Akuntansi berfungsi untuk mencatat informasi keuangan yang penting bagi
pelaksanaan kegiatan, serta membantu dalam efisiensi dan penilaian akhir dari aktivitas organisasi.
Dalam konteks pendidikan, akuntansi digunakan untuk merencanakan pengelolaan dana secara
efektif dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Akuntansi, dari sudut pandang kegiatannya,
dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses yang mencakup pencatatan, pengelompokan,
peringkasan, pelaporan, dan analisis data keuangan suatu organisasi. Dalam konteks Badan Hukum
Pendidikan Dasar dan Menengah (BHPDM), tujuan dari akuntansi adalah untuk memberikan
gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan lembaga pendidikan tersebut.

3. Penilaian/evaluasi (auditing)

Evaluasi merupakan tahap akhir dari proses manajemen keuangan pendidikan setelah
perencanaan dan pelaksanaan. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan
kesalahan dalam penggunaan dana. Evaluasi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar
kesalahan tidak terulang di masa mendatang. Dalam konteks sekolah, evaluasi keuangan
diidentifikasi melalui pendekatan pengendalian alokasi dana, bentuk pertanggungjawaban
keuangan, dan keterlibatan pengawas sekolah. (Widodo et al., 2023).

Secara keseluruhan, manajemen keuangan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa
sumber daya keuangan digunakan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan pendidikan yang
berkualitas tinggi.

Sistem Pengelolaan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan

Tujuan utama dari pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa
dana yang dialokasikan untuk pendidikan dapat meningkatkan produktivitas yang berkualitas
dalam proses belajar mengajar (Adriansyah & Maftuhah, 2023). Pengelolaan dana pendidikan
mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengalokasian anggaran untuk program
dan kegiatan pendidikan yang tercantum dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) serta Rencana

Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). RKS/RKM adalah rencana kerja berdurasi empat tahun yang
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disusun oleh kepala madrasah, guru, pegawai, dan komite sekolah untuk meningkatkan kualitas
pendidikan nasional. Dari RKM, akan disusun Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Kegiatan
Anggaran Tahunan, yang kemudian direalisasikan dalam RAPBM. (Anwar Arifin dalam
Mujayaroh & Rohmat, 2020).

Pengelolaan biaya pendidikan di lembaga pendidikan umumnya dilakukan oleh bendahara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tugas bendahara BOS mencakup pengaturan dan
pertanggungjawaban dalam perencanaan, pelaksanaan, dan laporan keuangan. Untuk menjalankan
tugas ini, bendahara harus memiliki integritas tinggi, kejujuran, loyalitas, kualitas, keterbukaan,
ketegasan, dan transparansi. Bendahara juga perlu memahami tiga tahap dalam manajemen
pembiayaan: perencanaan keuangan (budgeting), pelaksanaan (akunting), dan evaluasi atau
auditing (Kurniatin & Haryati, 2023).

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan pembiayaan pendidikan adalah proses sistematis dan strategis untuk
mengelola keuangan demi mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Aspek-aspek yang harus
diperhatikan dalam perencanaan ini meliputi:

a) ldentifikasi Sumber Pembiayaan: Menentukan sumber dana yang akan digunakan, seperti dana
pemerintah, pribadi, atau bantuan.

b) Penghitungan Kebutuhan Keuangan: Menghitung total biaya yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan, termasuk gaji guru dan sarana prasarana.

c) Alokasi Dana: Memilah dana untuk berbagai komponen pendidikan seperti gaji guru dan
pengembangan kurikulum.

d) Penganggaran: Menyusun anggaran rinci yang mencakup perkiraan pendapatan dan
pengeluaran.

e) Evaluasi dan Penilaian: Melakukan evaluasi berkelanjutan untuk mengidentifikasi kekurangan
dan solusi.

f) Strategi Pembiayaan: Mencari cara untuk mendapatkan dana yang diperlukan melalui pinjaman
atau kemitraan.

g) Kebijakan dan Peraturan: Mematuhi kebijakan yang mengatur penggunaan dana pendidikan.

h) Transparansi dan Akuntabilitas: Menjamin penggunaan dana sesuai rencana untuk membangun
kepercayaan.

2. Akuntansi

Akuntansi dalam konteks pembiayaan pendidikan mencakup pencatatan, pelaporan,
analisis, dan pengolahan transaksi keuangan terkait pendidikan. Tujuan utama akuntansi adalah: a)
Pencatatan Keuangan: Melacak semua transaksi keuangan terkait anggaran pendidikan. b)

Pelaporan Keuangan: Menyajikan data keuangan secara terstruktur untuk pemahaman pihak
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berkepentingan. c¢) Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas: Menganalisis penggunaan dana untuk

mencapai tujuan pembelajaran. d) Perencanaan Keuangan: Membantu merencanakan penggunaan

biaya pendidikan jangka menengah dan panjang. e) Kepatuhan Hukum: Memastikan semua
aktivitas keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. f) Pengendalian Keuangan: Mengontrol
penggunaan dana agar sesuai dengan program yang direncanakan. g) Audit dan Pemeriksaan:

Melakukan audit untuk memastikan kesesuaian antara laporan keuangan dan kenyataan.

3. Evaluasi

Evaluasi dalam pembiayaan pendidikan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan,
menganalisis, dan mengevaluasi penggunaan dana. Komponen penting dalam evaluasi meliputi:
pengumpulan data, analisis data, penilaian dampak, perbandingan dengan tujuan, rekomendasi
perbaikan, serta pelaporan dan komunikasi. Evaluasi bertujuan memastikan akuntabilitas
penggunaan dana, memaksimalkan efisiensi pengeluaran, serta membantu pengambilan keputusan
terkait keberhasilan program-program pendidikan (Kurniatin & Haryati, 2023).

Pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang efektif meliputi perencanaan
yang matang, pelaksanaan yang transparan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Hal tersebut akan
memastikan bahwa pendidikan dapat diselenggarakan dengan baik, memenuhi kebutuhan siswa,
dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, pengelolaan
yang efektif dalam pembiayaan pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang
berkualitas dan berkelanjutan.

Model-Model Pembiayaan Pendidikan

Terdapat empat model pembiayaan pendidikan, yaitu: 1) Subsidi penuh dari pendidikan
dasar hingga pendidikan tinggi. 2) Pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan tinggi yang
diberikan kepada peserta didik hingga usia tertentu. 3) Pendidikan gratis sampai tingkat SMA,
sementara untuk pendidikan tinggi tetap dikenakan biaya SPP meskipun masih mendapatkan
subsidi. 4) Pembiayaan mandiri di mana semua jenjang pendidikan harus membiayai diri sendiri
(Mesiono & Roslaeni, 2021).

Menurut Thomas H. Jones dalam Desimarnis, (2021) berpendapat bahwa terdapat enam
model pembiayaan pendidikan yang diidentifikasi, yaitu:

1. Flat Grant. Model ini merupakan bentuk bantuan keuangan yang paling awal dan sederhana, di
mana setiap Madrasah menerima jumlah dana yang sama, dihitung per siswa atau unit
pendanaan lainnya. Model ini berfungsi dengan baik dalam situasi politik yang mendukung
kesetaraan bantuan, tanpa memandang kekayaan daerah atau tarif pajak yang diterapkan.

2. Power Equalizing. Dalam model ini, daerah kaya diwajibkan untuk menyetorkan sebagian pajak

sekolah yang mereka kumpulkan kembali ke pemerintah negara bagian. Dana tersebut
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kemudian digunakan untuk meningkatkan bantuan kepada daerah yang kurang mampu. Setiap
daerah menerima jumlah dana yang bervariasi berdasarkan kapasitas pendapatan mereka.

3. Complete State Model. Model ini bertujuan untuk menghilangkan perbedaan lokal dalam hal
pengeluaran dan pajak pendidikan. Tidak ada pajak properti lokal untuk Madrasah, dan
tanggung jawab keuangan pendidikan dikelola secara merata di tingkat negara bagian.

4. Foundation Plan. Model ini dirancang untuk mengatasi empat isu utama dalam pendidikan dan
keuangan: kesetaraan pengeluaran, penetapan standar pajak dan pengeluaran minimum,
pemisahan wewenang antara pemerintah daerah dan negara bagian, serta perbaikan
berkelanjutan dalam proses pendidikan. Negara menetapkan batas minimum biaya per siswa
dan tarif pajak minimum yang harus diterapkan oleh semua distrik Madrasah.

5. Guaranteed Percent Equalizing. Model ini mengatur bahwa negara akan membayar persentase
tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh setiap distrik Madrasah. Persentase
dukungan negara lebih tinggi untuk daerah yang kurang mampu dan lebih rendah untuk daerah
kaya, dengan tujuan meningkatkan kesetaraan dalam pembiayaan pendidikan.

6. Complete Local Support. Dalam model ini, seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab
pemerintah lokal atau daerah, dengan harapan bahwa semua sumber dana berasal dari
pemerintah setempat.

Setiap model pembiayaan memiliki karakteristik unik dan dapat diterapkan sesuai dengan
konteks lokal. Model-model ini mencerminkan berbagai pendekatan dalam pembiayaan
pendidikan, masing-masing model-model pembiayaan pendidikan memiliki kelebihan dan
kekurangan maka dari itu penting bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan kelebihan

dan kekurangan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan dan manajemen pembiayaan pendidikan bertujuan untuk menciptakan sistem
yang efisien dan efektif, serta memastikan akses pendidikan berkualitas bagi setiap individu
melalui pengelolaan sumber daya yang optimal. Aspek ini sangat penting karena berpengaruh
langsung terhadap kualitas pendidikan. Dengan adanya peraturan yang jelas dan manajemen yang
baik, diharapkan pembiayaan pendidikan dapat dikelola dengan cara yang efektif untuk
meningkatkan mutu layanan pendidikan di semua jenjang.

Demikian pembahasan terkait kebijakan dan manajemen pembiayaan pendidikan. Kami
menyadari bahwa artikel ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kami membutuhkan
saran dan masukan dari pembaca sekalian demi kesempurnaan artikel ini. Bagi para peneliti

selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak referensi terkait topik pembahasan pada artikel ini
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agar topik pembahasan ini berkembang dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan

karya tulis ilmiah.
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